
WALIKOTA PRABUMULIH 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PE:RATURAN W ALIKOTA PRABUMULIH 

NOMOR 'll( TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 18 

TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 

Menimbang 

Mengingat 

PEMERINTAH KOTA PRABUMUUH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PRABUMULIH, 

a. bahwa dengan adanya perubahan Nomen klatur 

Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah Kota 

Prabumulih dikarenakan adanya perubahan jabatan 

dari struktural ke fungsional, maka perlu merubah 

Lampiran Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 18 

Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan 

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kota Prabu mulih; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

c.imaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Prabumulih tentang Perubahan Kedua 

Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 18 Tahun 2022 

tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota 

Prabumulih. 

1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 ten tang 

Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4113); 



2. 
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Lndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 

s,~bagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Earmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun :2021 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

~omor 6736) ; 

3. lndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

f\egara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentan g Harmonisasi 

Feraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67;36); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

In donesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan 

Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 14); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diuba h beberapa kali, t,~rakhir 

dengan Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 20] 7 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

~;ebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembara:n Negara Republik Indonesia 

Nomor 64 77); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ':entang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 ten tang 

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 77, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6340); 

9. Peraturan Pemerintab Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6718); 

10. F'eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 

~ 008 ten tang Pedornan Analisis Be ban Kerja di 

Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pem,~rintah 

Daerah; 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 

tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 

] 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 

2012 tentang Analisis Jabatan di Ungkungan 

Kementerian Dalam Negeri dan Pernerintah '.:)aerah 

(Berita Negara R.epublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

483); 
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13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur '.'-J"egara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 

tcntang Penetapan Kelas Jaba.tan di Lingkungan 

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1636); 

14. Pt~raturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 

tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi ?NS di 

Llngkungan Instansi Pemerintah '.Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahu1:1 2020 

Nomor 1781); 

16. F'eraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Pengelolaan Keuangan ;Jaerah 

(Lembaran Daerah Kota Prabu mulih Tahun 2022 

Nomor 1); 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 

Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri 

Dalam Negeri Terhadap Tambahan Peng:':lasilan 

Fegawai Aparatur Sipil Negara di Linglmngan 

Femerintah Daerah. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA NOMOR 18 

TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN 

PENGEASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 18 Tahun 

2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih 

Tahun 2022 Nomor ] 8) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. 
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Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Prabumulih. 

Ditetapkan di Prabumulih 
pada tan ggal J. M~ ~ ~!023 

ULIH' 

Diundangkan di Prabumulih 
padatanggal l Mo¥"Vt 2023 

:,/.. SEKRETARIS DAERAH 
. f KOTA PRABUMULIH, 

BER A DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2023 NOMOR 2.£{ 
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Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Prabumulih. 

Ditetapkan di Prabumulih 
pada tanggal l M.o~~ 2023 

WALIKOTA PR ULIH, 

A 

\ 
Diundangkan di Prabumulih 
pada tanggal j. M~"'~t 2023 

SEKRETARIS DAER.AH 
KOTA PRABUMULIH, 

BER A DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2023 NOMOR .z~ 


